PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG TATA
NASKAH DINAS

REKAPITULASI PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

MENCABUT  Peraturan
Bupati Bintan Nomor

bahwa
meningkatkan tertib,
efisiensi dan efektifitas

administrasi
penyelenggaraan
pemerintahan di
Lingkungan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Bintan

diperlukan  Pedoman

EHEW. .

2 Januari 38 Tahun 2020 tentang : . | BAGIAN
Nt 2024 | B | Tota Naskah Dinas di | et Pinas 4 loRGANISASI
Lingkungan Pemerintah | Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Bintan Bintan, bahwa dengan
telah  ditetapkannya
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2023 tentang
Tata Naskah Dinas di
Lingkungan
Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Bintan Nomor 2
Tahun 2024 tentang Pedoman 2 Januari
Penyusunan Anggaran Pendapatan 2024 0024 Berlaku DPMD
dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024
Peraturan Bupati Bintan Nomor 3
Tahun 2024 tentang Petunjuk 2 Januari
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana 20E% 2024 Bedlalu DEMD
Desa Tahun 2024
PERATURAN BUPATI  BINTAN bahwa ketentuan
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG Pasal 12 ayat (5)
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN Mn”wﬁnmp%%rgnnw%w
PENGAWASAN 2 Januari ormor un INSPEKTORAT
PENYELENGGARAAN =02 024 | Balakm EHEDE SR DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN Pengawasan
2024 Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
s agon LICTEOE " MENCABUT Peraturan | bahwa dalam
S TAHUN 4 ENTANG 23 Februari .
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM 2024 0024 Berlaku | Bupati Nomor 15 | rangka BKAD
BENTUK DEPOSITO Tahun 2015 tentang | melaksanakan




Penempatan Uang
Daerah pada Bank
Umum Pemerintah

dalam bentuk Deposito
Berjangka

ketentnan  pasal
37 Peraturan
Pemerintah
Nomor 39 Tahun
2007 tentang
Pengelolaan Uang
Negara/Daerah,
bahwa
berdasarkan
ketentuan Pasal
131 ayat (1)
Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

2024

23 Januari
2024

Berlaku

DPAD

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

2024

25 maret
2024

Betlaku

BAGIAN
HUKUM

Peraturan Bupati Bintan Nomor 8
Tahun 2024 tentang Rencana
Detail Tata Ruang kasawan
perkotaan kijang

2024

25 maret
2024

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMR 9 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAFATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN

2024

25 maret
2024

Berlaku

Bahwa dalamm rangka
menindaklajuti

Edaran Kemendagri
N0.900.1.15.5/20741 /k
euda/

ketentuan dalam surat |

BKAD




ANGGARAN 2024

10 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR bahwa untuk
10  TAHUN 2024  TENTANG melaksanakan ketentuan
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN pasal 102 .

TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI poTatTAn e erintah
BUPATI omor 18 Tahun 2016
tentang
Peranglkat Daerah, Bupati
MENCABUT  PERATURAN mcm%wn&m melaksanakan
BUPATI BINTAN NOMOR 14 | dapat dibantu oleh Staf
10 0024 16 28 Maret Berlaky | TAHUN 2017  TENTANG | ahli, bahwa untuk lcbih ORGANISAS
2024 KEDUDUKAN, TUGAS, | menyelaraskan ketentuan I
FUNGSI DAN TATA KERJA | Staf Ahli )
STAF AHLI BUPATI Bupati sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor 134 Tahun 2018
tentang Kedudukan, tata
Hubungan Xerja dan
Standar Kompetensi Staf
Ahli Kepala
Daerah

11 | PERATURAN BUPATI BINTAN bahwa untuk
NOMOR 11 TAHUN 2024 melaksanakan
TENTANG TATA CARA ketentuan Pasal 127

Peraturan
Mﬁﬂﬂ%ﬁ UM;HWWW? ATAS 11 2024 11 mmmwhw Mmﬁ Berlaku Daerah Kabupaten BXAD
Bintan Nomor 4 Tahun
2017 tentang
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

12 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
12 TAHUN 2024  TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR . Peratuan Presiden
58 TAHUN 2023 TENTANG | 12 2024 12 |7Juni2024 | Berlaku Nomor 57 Tahtn 2024 BKAD
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

13 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
13 TAHUN 2024 TENTANG SISEM DINAS
INFORMASI PENERIMAAN PESERTA 13 2024 13 7 Juni 2024 | Berlaku s PENDIDIKA
DIDIK BARU BINTAN PADA SATUAN N
PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

14 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR MENCABUT  PERATURAN [Bahwa dengan
14  TAHUN 2024  TENTANG BUPATI BINTAN NOMOR 40 [diterbitkannya
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI 14 2024 14 1Juli2024 | Berlaku | TAHUN 2023 TENTANG [Peraturan Badan | EKONOMI
BINTAN NOMOR 40 TAMUN 2023 TATA CARA PENERBITAN [Pengatur Hilir Minyak
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI dan Gas Nomor 2




SURAT  REKOMENDASI  UNTUK UNTUK PEMBELIAN JENIS [Tahun 2023 tentang
PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR BAHAN BAKAR MINYAK [Penerbitan Surat
MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN TERTENTU BAGI Rekomendasi  untuk
PENGGUNA KONSUMEN PENGGUNA embelian Jenis Bahan
akar Minyak Tertentu
an Jenis Bahan Bakar
inyak Khusus
Penugasan
15 | PERATURAN BUPATI NOMOR 15
TAHUN 2024 TENTANG RXPD TAHUN 15 2024 15 8 Juli 2024 | Berlaku BAP mﬂew.\wz
2025
16 | PERATURAN BUFATI BINTAN NOMOR 16 1 Agustus | Berlaku
16 TAHUN 2024 TENTANG 16 2024 2024 BAPELITBA
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 NG
17 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
17 TAHUN 2024 TENTANG Meneubah
PERUBAHAN KEDUA ATAS w: Kotentuan
PERATURAN PERATURAN BUPATI C el 7 diabah
BINTAN NOMOR 41 TAHUN 2021 1 5 m%namu
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 17 2024 17 AGUSTUS | Berlaku | MENGUBAH : asal O diubah EKONOMI
PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA 2024 3 moanﬂma
PELAKU USAHA MIKRO UNTUK . P
MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN pas
EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
18 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR Bahwa untuk
18 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN me%mm%,ﬁ Ewmwﬂwwwﬂ melaksanakan
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TAHUN 2023 TENTANG ketentuan dalam Pasal
KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN SISA Lepm [l @vat (2) Pasal 64,
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA PERHITUNGAN ANGGARAN [P2sal 85 ayat (2), Pasal
W%W»%%%M%aﬁzﬁ KESEHATAN | o 2024 18 1 A8uStuS | Berlaku | PADA BADAN LAYANAN P/ avat (5), Pasal 911 pyponop
ayat (6), Pasal 94, Pasal
UMUM ~ DAERAH UNIT (B8 D% 00 = %)
PELAKSANAAN TEKNIS |22 i
PERMENDAGRI No.79
DAERAH DINAS . hun 2018  tentang
KESEHATAN  KABUPATEN
BINTAN Badan Layanan Umum
Daerah
19 | PERATUAN BUPATI BINTAN NOMOR
19 TAHUN 2024 TENTANG GRAND 5 Agustus
DESIGN MANAJEMEN INFORMASI | 19 2024 19 o024 | Berlaku DPMD
KINERJA DESA
20 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
20 TAHUN 2024  TENTANG 14 Acustus
PENJABARAN 20 2024 20 mmw» Berlaku BKAD
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023
21 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR a1 2024 21 30 Agustus | Beralak Bahwa antuk BKAD

2029




21 TAHUN 2024 TENTANG u melaksanakan
PENJABARAN PERUBAHAN ketentuan Pasal 10
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN Peraturan Daerah
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARN Nomor 4 Tahun 2024
2024 tentang Perubahan
APBD TA.2024
59 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 22 BPBD
22 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA 30 Agustus
PENANGGULANGAN BENCANA | 22 2024 2024 Berlaku
KABUPATEN BINTAN
23 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 23 30 Agustus | Berlaku bahwa terdapat DPMPTS
23 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA 2024 peberapa jenis P
ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN Perizinan  Berusaha
NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG wﬂ._umma Non B Emmw?
PENDELEGASIAN KEWENANGAN o o, eruse 1A
. perizinan yang
PENYELENGGARAAN PELAYANAN Merubah Peraturan Bupafl b\, " “gioqur  pada
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS W%NWb _,Mas.w N_w . Tehun p  turan Bupati
RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA maagwo%mmmm encelegasian o mor 43 Tahun 2022
DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS Penyelenggaraan Pelayanan [[C1{2n8 Pendelegasian
PENANAMAN MODAL DAN Perizinan Berbasis Risiko, | CV¢Pang
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ,, 203 Perizinan Non Berusaha dan | clYyelenggaraan
4 .. Perizinan Berusaha
KABUPATEN BINTAN nonperizinan kepada Kepala |,° o - Risiko
Dinas Penanaman Modal dan Perizi ’
Pelayanan Terpadu Satu erizinan Non mmﬁ_umm,_pm
eldyan: B : dan Nonperizinan
Pintu Nm_uswmﬁmb UWESB lepada Kepala Dinas
erita Daer Kabupaten
%usb Tahun 2022 Nemor Wonmbmamu Modal dan
43) &m%msnmb Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Bintan serta belum
menyesuaikan
peraturan perundangan
yang lebih tinggi
sehingga perlu diubah
54 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR Bahwa berdasarkan
24 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN| ketentuan pasal 226
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWEANGAN| 17 ayat (1), ayat (2) dan PEMERINTAH
BUPATI KEPADA CAMAT DI 24 2024 24 September | Berlaku ayat (3) UU No.23
LINGKUNGAN PEMERINITAH 2024 Tahun 2014 tentang AN
KABUPATEN BINTAN Pemerintah Daerah
95 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR MENCABUT
25  TAHUN 2024  TENTANG 7 . PERATURAN BUPATI
PEMUNGUTAN PETUNJUK BINTAN NOMOR 38
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 25 2024 25 cammmp%nﬂ Berlaku TAHUN 2012 TENTANG BAPENDA
BARANG TERTENTU PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK PENERANGAN




1. PERATURAN

JALAN

. PERATURAN BUPATI
BINTAN NOMOR 56
TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK HIBURAN
PERATURAN BUPATI
BINTAN NOMOR 50
TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK PARKIR

BUPATI
BINTAN NOMOR 18
TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK HOTEL
PERATURAN BUPATI
BINTAN NOMOR 19

TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

Pajak Restoran
26 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR Berlaku | MENCABUT PERATURAN | Bahwa  berdasarkan
26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK BUPATI BINTAN NOMOR 10 | ketentuan dalam
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 17 TAHUN 2022 TENTANG | Pasal 101 Peratuan
MINERAL BUKAN LOGAM DAN 26 2024 26 September PETUNJUK PELAKSANAN | Daerah Nomor 1 BAPENDA
BANTUAN 2024 PAJAK MINERAL BUKAN | Tahun 2024 tentang
LOGAM DAN BANTUAN | Pajak Daerah dan
KABUPATEN BINTAN Retribusi Daerah
27 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
27 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 17
BUATI BINTAN NOMOR 2 TAHUN 27 2024 27 September | Berlaku BKAD
2023 TENTANG PEDOMAN BANTUAN 2024
KEUANGAN YANG BERAIFAT KHUSUS
KEPADA DESA
28 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 28 20 Berlaku BKAD
28 TAHUN 2024 TENTANG September
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 2024
BUPATI BINTAN NOMOR 21 TAHUN 28 2024
2024 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
2Q | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 29 20 Bahwa berdasrkan
29 TAHUN 2024 TENTANG September ketentuan Pasal 33
PENYELENGGARAAN PROGRAM 29 2024 2024 Berlaku UU No.13 Tahun 2003 | DISNAKER
JAMINAN SOSIAL tentang
KETENAGAKERJAAN Ketenagakerjaan,




Pembangunan
ketenagakerjaan perlu

diselnggarakan
melalui asas
keterpaduan
30 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
30 TAHUN 2024 TENTANG 20
PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA
SOSIAL KEAGAMAAN DALAM 30 2024 30 mmwﬁ%mﬂaﬂ Berlaku DISNAKER
PROGAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
31 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 03
31 TAHUN 2024 TENTANG
KEBLJAKAN AKUNTANSI 31 2024 31 mﬂﬁwn%mﬂcmn Berlaku BKAD
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
32 | FERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
32 TAHUN 2024 TENTANG TATA 23
CARA PEMUNGUTAN BEA 32 2024 32 September | Berlaku BAPENDA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 2024
BANGUNAN
33 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR Mencabut Pasal 8 Dan Huruf DPAD
33 TAHUN 2024 TENTANG KODE C Lampiran Peraturan
KLASIFIKASI ARSIP DILINGKUNGAN 93 September Bupati Bintan Nomor 235
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN 33 2024 33 MWM 4 Berlaku | Tahun 2014 Tentang Tata
Kearsipan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Bintan
34 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
34 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK ;
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG | 34 2024 34 18 Oktober | Berlaku m_u%mﬂpmr
TUNAI BAGI PENYANDANG
DISABILITAS
35 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR MENCABUT
35 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK Peraturan Bupati Bintan
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG Nomor 19 Tahun 2022
TUNAL BAGI LANJUT USIA DI 18 Oktober tentang Petunjuk DINAS
KABUPATEN BINTAN 35 2024 85 2024 Berlaku Pelaksanaan Bantuan SOSIAL
Langsung Tunai Bagi
Lanjut Usia di Kabupaten
Bintan
36 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 36 25 Nopember| Berlaku BKAD
36 TAHUN 2024 TENTANG 2024
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 36 2024
21 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN




BELANJA DAERAH
ANGGARAN 2024

TAHUN

37 | PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 37 28 Nopember | Berlaku | MENCABUT DISKOMINF
37 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN 2024 PERATURAN BUPATI O
PELAKSANAAN JASA PUBLIKASI NOMOR 44 TAHUN 2021

37 2024 TENTANG PEDOMAN
PEYEDIAAN PUBLIKASI
PEMERINTAHAN MELALUI
MEDIA MASSA

38 | PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 38 TAHUN 2024 Bahwa untuk
TENTANG TATA CARA melaksanakan
PENYERAHAN DAN ketentuan Pasal 10
PENGELOLAAN PRASARANA, ayat (4), Pasal 21,

SARANA, DAN UTILITAS UMUM | 38 2024 38 2 Umwwﬁcon Berlaku Pasal 23 Perda No.3 | PERKIM
PERUMAHAN Tehun 2023 tentang

Penyerahan

Prasarana,Sarana, dan

Utilitas Umum

39 | PERATURAN BUPATI BINTAN Mengubah Ketentuan bahwa untulk
NOMOR 39 TAHUN 2024 ayat (4) Pasal 4 melaksanakan
TENTANG PERUBAHAN ATAS Peraturan Bupati ketentuan BAB V|
PERATURAN BUPATI BINTAN Bintan Nomor 60 [Peraturan
NOMOR 60 TAHUN 2022 Tahun 2022 Tentang Pemerintah Nomor 5
TENTANG PEDOMAN | 39 2024 39 | 9 Deoember | Berlaku | Pedoman  Pelaksanaan fahun 2021 tentang DPMPTSP
PELAKSANAAN PENGAWASAN Pengawasan Perizinan [Tata Caraj
PERIZINAN BERUSAHA Berusaha Berbasis [Pengawasan
BERBASIS RESIKO, PERIZINAN Risiko, Perizinan Non [Perizinan Berusaha|
NON BERUSAHA DAN NON Berusaha, Dan [Berbasis Risiko
PERIZINAN Nonperizinan

40 bahwa dalam upaya

Pengembangan
PERATURAN BUPATI  BINTAN O o Neorural) Pegawai Negeri Sipil
NOMOR 40 TAHUN 2024 T m%zu 2014 tomtany bi Lingkungan
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 9 Podoman Pemberiny Pemerintah
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI 40 2024 40 Desember | Berlaku Tusas belaiar dan Izin Kabupaten Bintan | BKPSDM
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 2024 wm_w.ma B Pegawai di FEFR untuk
PEMERINTAH KABUPATEN Lin mhw:ummum_ _uomu o i [meningkatkan
BINTAN lcompetensi, prestasi,

Kabupaten Bintan

dedikasi dan

roduktifitas kerja




41

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN BENTUK
SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

a1

2024

a1

9 Desember
2024

Berlaku

BAPENDA

42

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

42

2024

42

9
Desember
2024

Berlalm

MENCABUT Peraturan
Bupati Bintan Nomor
55 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Reklame

BAPENDA

43

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
43 TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH ATAU
NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG
MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG
NEGARA

43

2024

43

@ Desember Berlal

2024

BAPENDA

44

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
44 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN
PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENEGENAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAN DAN
PERKANTORAN

44

2024

44

9 Desember
2024

Berlaku

BAPENDA

45

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
45 TAHUN 2024 TENGTANG
RENCANA AKSI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024-
2026

45

2024

45

27
Desember
2024

Berlaku

DKPP

46

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
46 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN BELANJA
DAERAH TA 2025

46

2024

46

31 Desember
2024

Berlaku

BKAD

47

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
47 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

47

2024

47

31 Desember
2024

Berlakn

Tahun 2023

MENCABUT Peraturan
Bupati Bintan Nomor 1
tentang

Pedoman Pemberian

Tambahan Pengahsilan Bagi

Pegawai  Aparatur  Sipil
Negara Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten

Bintan

berdasarkan
ketentuan Pasal 58

Kepmendagri No.900-
4700 Tahun
Tata Cara
Persetujuan Mendagri

BAGIAN
HUKUM




Penghasilan  Pegawai
Aparatur Sipil Negara
48 48 2024 48 31 Desember | Berlaku bahwa dalam rangka | DPAD
2024 memelihara,
melindungi, dan
menyelamatkan arsip
yang termasuk dalam
PERATURAN  BUPATI  BINTAN leategori arsip tetjega
di Lingkungan
NOMOR 48 TAHUN 2024 Pemerintah Kabupaten
TENTANG PEDOMAN Bintan AR
PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA ketentuen Pasal 51
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ayat (1) huruf a
DAERAH Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan
Undang - Undang
Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
49 49 2024 50 31 Desember | Berlaku | MENCABUT Peraturan wmm_m.ﬁ
Peraturan Bupati Bintan Nomor 2024 Bupati Bintan Nomor Pemerintah
49 Tahun 2024 tentang 68 Tahun 2019 Tentang
Rencana Aksi Penerapan Pembentukan Tim
Standar Pelayanan Minimal Penerapan Standar
Tahun 2025-2029 Pelayan Minimal
Kabupaten Bintan

Bandar Seri Bentan, 4 Januari 2025
Kepala Bagian Hukum
Sekretraiat Daerah Kabupaten Bintan

\ NURHAYAT],

H., MH

'PEMBINA TK.I
NIP.19750417 200003 2 006




